
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

PENAMBAHAN JAM KERJA DILUAR KONTRAK KERJA 

(Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung) 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Julizar Trio Nanda 

NPM : 1921030372 

 

 

 
 

 

 

 

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1445 H / 2024 M 



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

PENAMBAHAN JAM KERJA DILUAR KONTRAK KERJA 

(Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung) 

 

 

 

 

Skripsi 

 

 

JULIZAR TRIO NANDA 

NPM : 1921030372 

 

 

 

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I  : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Pembimbing II  : Kartika S, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1445 H / 2024  

 



 
ii 
 
 

ABSTRAK 

 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung adalah 

salah satu restoran yang menyediakan berbagai makanan khas Jepang. 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat disukai 

berbagai kalangan, maka tidak jarang kita temui Shabu Kitchen Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat ramai pengunjung. Hal ini 

menyebabkan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja. Idealnya 

sebagai pemberi kerja yang baik dapat mengikuti ketentuan jam kerja 

yang telah ditentukan pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan dan UU 

Cipta Kerja yaitu sistem 6 hari kerja dalam 1 minggu, berlaku 

ketentuan 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengadakan 

penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Penambahan Jam Kerja Diluar Kontrak Kerja (Studi di 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).” Tujuan 

dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik perjanjian 

kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Owner dan para Karyawan Shabu 

Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 13 

orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah wawancara 6 

orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan Shabu Kitchen Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung. Data primer didapatkan langsung 

dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Teknik analisa data dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung bahwa bentuk perjanjian kerja antara pihak 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dengan 

karyawan adalah bentuk perjanjian tertulis. Dalam sehari karyawan 
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bekerja selama 8 jam per hari dan mendapatkan libur sebanyak 1 hari 

dalam seminggu. Namun pada penambahan jam kerja, karyawan tidak 

diberi upah lembur dan hal tersebut tidak ada di dalam perjanjian 

kerja.Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam 

kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung belum sesuai dengan prinsip ekonomi 

syariah. Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung tidak mendapatkan upah lembur apabila sangat ramai 

pengunjung dan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan. Prinsip 

keadilan dalam ekonomi Islam sangat memprioritaskan penegakan 

keadilan dan usaha mengeliminisasi segala bentuk diskriminasi, 

sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ān surat al-Mā’idah [5] ayat 8. 

Dalam ayat tersebut Allah Swt sudah menetapkan prinsip keadilan 

harus dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Dimensi 

kehidupan ini haruslah terlaksana, apabila tidak terlaksana maka 

penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus merajalela di 

masyarakat. 

 

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Penambahan Jam Kerja, 

Kontrak Kerja 
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MOTTO 

 

                    

                      

 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

(QS. An-Nahl (16) : 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul 

skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa 

istilah pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan yaitu, sebagai berikut : 

1. Tinjauan 

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat, sesudah menyelidiki dan mempelajari.
1
 

Dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan 

pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif 

terhadap praktik penambahan jam kerja diluar kontrak 

kerja. 

2. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum adalah segala aturan yang menjadi 

pedoman perilaku setiap orang.
2
 Sedangkan Ekonomi 

Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan 

dengan kegiatan praktik ekonomi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial 

yang didasarkan pada hukum Islam.
3
 Jadi, definisi dari 

hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 

yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang tercantum 

                                                             
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), 24. 
2 Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10. 
3 Muhammad Syafi‘i Antonio, Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 3. 
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dalam Al-Qur‘an, hadist, dan ijtihad para ulama. 

Hukum ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui peraturan atau norma yang sesuai dengan 

syaiat Islam terhadap praktik penambahan jam kerja 

diluar kontrak kerja. 

3. Kontrak kerja 

Kontrak kerja adalah perjanjian antara pengusaha 

atau pemberi kerja dan pekerja yang membuat syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
4
 

Berdasarkan penegasan judul di atas, adapun yang 

dimaksud dalam judul skripsi adalah bagaimana peraturan 

atau norma yang sesuai dengan syaiat Islam terhadap 

praktik penambahan jam kerja diluar kontrak kerja 

bedasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur 

segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut 

akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu 

ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena 

muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. 

Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan 

manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain, karena 

manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar 

terpenuhinya kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut haruslah dengan bekerja. Syariat Islam telah 

memberikan pokok-pokok aturan dalam melakukan 

hubungan kerja yang baik, saling tolonng-menolong yang 

                                                             
4 Hari Supriyanto, Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di 

Indonesia, Cet. I (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), 11. 
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saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua 

pihak.
5
 Allah Ta‘ala berfirman: 

                          

                     

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

rasul-Nya serta orangorang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan.(Q.S. Al-Taubah [9] : 105) 

 

Surat At Taubah ayat 105 adalah ayat tentang 

motivasi amal dan etos kerja. Dapat diketahui bahwa Allah 

menyuruh manusia untuk bekerja menurut bakat dan 

bawaan, yaitu manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai 

tenaga dan kemampuannya. Artinya manusia tidak perlu 

mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, supaya 

umur tidak habis dengan percuma. Dengan demikian, 

manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malas dan 

menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan 

harus ditingkatkan, dan selalu memohon petunjuk Allah.
6
 

Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang 

melibatkan dua pihak antara perusahan dengan para 

pekerja/karyawan. Sebelum bekerja disuatu perusahaan atau 

lembaga tertentu biasanya harus menandatangi kontrak 

kerja. Kontrak kerja merupakan kesepakatan yang terjadi 

antara pekerja dan pengusaha baik dalam tulisan maupun 

lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari 

                                                             
5 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta, 2002), 6. 
6 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Kasir Jilid (Jakarta: pustaka Imam 

asy Syafa‘i Cet, 2005), 76. 
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kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku.
7
 Dalam Firman Allah pada surat Asy- Syura ayat 

183 yang berbunyi : 

                          

 “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan;” (QS. Asy- Syura [26] : 183). 

 

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang 

merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak 

yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih 

jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah 

memperkerjakan upah seeorang jauh dibawah upah yang 

seharusnya diberikan.
8
 Di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah 

termasuk hak milik buruh yang wajib diterima dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai 

perjanjian diawal dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, termasuk pula tunjangan bagi buruh serta 

keluarganya.
9
 

Apabila karyawan bekerja melebihi waktu kerja maka 

berhak mendapatkan upah lembur yang di atur dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. 102/ Men/ VI/ 2004 tentang Waktu 

Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, penggunaan jam 

lembur menjadi salah satu cara umum yang dilakukan untuk 

mengejar prestasi atau target suatu perusahan. Jam kerja 

lembur mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

                                                             
7 Hendi Suhend, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 10. 
8 Muhammad Yunus, Tafsir Qur’an Karim (Jakarta: PT Hidayakarya, 2017), 

29. 
9 Pasal 1 ayat 30 UU Ketenagakerjaan. 
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Implementasi praktek kerja lembur di perusahaan 

banyaknya pekerja yang masih belum mengetahui terkait 

hak-hak bekerja yang melebihi waktu kerja diperusahaan 

tersebut.
10

 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung 

adalah salah satu restoran yang menyediakan berbagai 

makanan khas Jepang. Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung sangat disukai berbagai kalangan, maka 

tidak jarang kita temui Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung sangat ramai pengunjung. Para karyawan 

masih harus melayani pengunjung yang ingin makan 

walaupun sudah mendekati jam tutup restoran. Hal ini 

menyebabkan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan 

Dewi Astuti salah satu karyawan Shabu Kitchen Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung didapatkan informasi 

bahwa pembagian shift kerja di Shabu Kitchen Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung adalah 3 shift yaitu shift pagi 

mulai Pukul 06.00-14.00WIB, shif siang mulai pukul 10.00-

18.00WIB, dan shift sore mulai pukul 14.00-22.00WIB.
12

 

Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Yohana Yacob selaku Owner 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang 

menjelaskan bahwa sebanyak 12 karyawan bekerja selama 8 

jam per hari dengan pembagian jam kerja berdasarkan shift 

dan dalam mendapatkan libur sebanyak 1 hari dalam 

seminggu.
13

 

Berdasarkan wawancara dengan Yuri salah satu 

karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

                                                             
10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 

102/ Men/ VI/ 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur 
11 Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 15 Mei 2023. 
12 Dewi Astuti (Karyawan), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 15 Mei 2023. 
13 Yohana Yacob (Owner), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 16 Mei 2023. 
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Lampung mengemukakan bahwa jam kerja yang ditetapkan 

oleh restoran adalah 8 jam per hari, tetapi dikarenakan 

banyak pengunjung, para karyawan seringkali bekerja 

melebihi jam kerja yang telah disepakati dan kelebihan jam 

kerja itu tidak terhitung lembur.
14

 Hal ini dirasa dapat 

merugikan para karyawan karena adanya penambahan kerja 

tanpa adanya penambahan upah. 

Idealnya sebagai pemberi kerja yang baik dapat 

mengikuti ketentuan jam kerja yang telah ditentukan 

pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja 

yaitu sistem 6 hari kerja dalam 1 minggu, berlaku ketentuan 

7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja.
15

 

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul 

tentang ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Penambahan Jam Kerja Diluar Kontrak Kerja (Studi di 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).‖ 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun 

fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak 

kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitrian, maka sub fokus 

penelitian dalam skripsi ini adalah : 

                                                             
14 Yuri (Karyawan), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 15 Mei 2023 
15 UU Cipta Kerja 
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a. Praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

b. Hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam 

kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu 

Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana praktik perjanjian kerja karyawan Shabu 

Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada 

karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian kerja karyawan 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja 

pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan khazanah keilmuan mengenai hukum 

ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar 

kontrak kerja pada karyawan. 

2. Secara praktis 

Memberikan informasi dan masukan mengenai 

hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam 

kerja diluar kontrak kerja pada karyawan, terutama 

pada Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Dwi Oktaviani (2021) Skripsi Fakultas Syari‘ah 

Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang Berjudul 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja 

(Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di 

Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung). 

Penelitian ini menjelaskan terkait praktik perjanjian 

yang dilakukan antara pemilik usaha Home Industri 

Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru dengan 

karyawan, dimana perjanjian tersebut hanya dilakuka 

secara lisan dan hanya bedasarkan kesepakatan, 

sehingga membuat ketidakseimbangan antara kedua 

belah pihak yang mengakibatkan rasa ketidakadilan para 

pekerja dari perlakuan majikan yang semena-mena 

dengan memerintahkan pekerja untuk melakukan 

pekerjaan diluar perjanjian. Home Industri Pembuatan 

Kue di Perumahan Permata Biru adalah salah satu 

bentuk usaha rumahan yang memiliki paling banyak 

enam orang karyawan, dan empat pekerja yang lain 
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adalah sebagai pekerja panggilan jika dibutuhkan. Para 

karyawan bekerja dimulai dari pukul 05.30 sampai 

selesainya pekerjaan. Idealnya para karyawan hanya 

mengerjakan pekerjaanya sebagai pembuat kue, namun 

realitanya para karyawan mengerjakan apapun yang 

diperintahkan oleh pemilik usaha, seperti membersihkan 

rumah, menyetrika pakaian belanja mengantarkan kue 

ke pasar.
16

 

Persamaan penelitian relevan diatas dengan 

penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan 

kontrak kerja. Dimana adanya pekerjaan yang dilakukan 

diluar perjanjian yang tidak sesuai dengan kontrak. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan 

mengenai penambahan jam kerja diluar kontrak. Dalam 

penelitian diatas adanya penambahan pekerjaan dimana 

karyawan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh 

pemilik usaha, seperti membersihkan rumah, menyetrika 

pakaian, belanja, mengantarkan kue kepasar. Sedangkan 

penelitian yang saya teliti yaitu adanya penambahan jam 

kerja tanpa adanya penambahan upah atau gaji. 

2. Rizki Mulia Nanda (2022), UIN Ar-Ranir Berjudul 

Analilis Pengupahan Karyawan Suzuya Mall Meulaboh 

dalam Tinjauan Ekonom Syariah. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama antara karyawan 

dan perusahaan pada Suzuya Mall Meulaboh, dimana 

pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Suzuya 

Mall dan pihak perusahaan berkewajiban untuk 

memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang 

telah dilaksanakan. Namun banyak keluhan dari 

                                                             
16 Dwi Oktaviani, ―Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri 
Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung )‖ (Skripsi : 

Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 
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karyawan Suzuya Mall mengenai pembayaran upah 

pada perusahaan tersebut, dimana apabila telat masuk 

maka secara otomatis mengalami pemotongan sebesar 

Rp. 5.000,- per 5 menitnya, sedangkan jika bekerja 

melebihi jam kerja yang telah ditetapkan maka tidak ada 

upah lembur maupun bonus yang diberikan namun itu 

belum tetap karena apabila karyawannya telat masuk 

kerja maka akan mengalami potongan upah dari jumlah 

yang telah ditetapkan tersebut. Namun berbeda halnya 

jadwal pulang kerja, para karyawan baru bisa 

meninggalkan perusahaan satu jam setelah jadwal tutup 

karena harus membereskan barang pada hari-hari biasa 

bahkan pada hari weekend menjelang lebaran dan ketika 

pengunjung sedang ramai maka jadwal perpulangan bisa 

melebihi beberapa jam dari jam kerja seharusnya.
17

 

Persamaan penelitian relevan diatas dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu permasalahan 

mengenai adanya penambahan jam kerja tanpa adanya 

tambahan upah. Sedangkan perbedaannya penelitian 

diatas adanya pemotongan upah jika ada karyawan yang 

datang terlambat sedangkan dalam penelitian ini hanya 

menegenai penambahan jam kerja tanpa adanya 

tambahan upah. 

3. Ukron Makmun (2019) Skripsi Fakultas Syari‘ah 

Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang Berjudul 

Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang 

Pelaksanaan Upah Lembur Kerja di Penjahit Asyfa 

Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan). Penelitian ini membahas mengenai 

praktik yang terjadi di pengusaha jahit Asyfa di Desa 

                                                             
17 Rizki Mulia Nanda, ―UIN Ar-Ranir Berjudul Analilis Pengupahan 

Karyawan Suzuya Mall Meulaboh dalam Tinjauan Ekonom Syariah.‖ (Thesis : UIN 

Ar-Ranir, 2022). 
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Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan di mana pada saat orderan atau pesanan baju 

yang akan dijahit menumpuk atau banyaknya pesanan 

seperti pesanan seragam sekolah, pabrik dan sebagainya 

menuntut waktu penyelesaiannya dengan waktu dekat 

atau cepat. Kemudian di sini pemilik usaha jahit 

menambahkan jam kerja atau lembur yang mana 

sebelumnya para karyawan bekerja 8 jam/hari menjadi 

10 jam atau lebih, guna untuk mempercepat waktu 

penyelesaian pesanan baju tersebut. Setelah para 

karyawan penjahit Asyfa ini melakukan kerja lembur 

atau melebihi ketentuan jam kerja pada biasanya, di sini 

pemilik usaha jahit Asyfa hanya memberikan sebagian 

upah lembur kepada karyawannnya dan sebagiannya 

lagi tidak dibayar oleh pemilik usaha dengan alasan 

untuk mengetahui seberapa besar loyalitas karyawan.
18

 

Persamaan penelitian relevan diatas dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu permasalahan 

mengenai adanya penambahan jam kerja tanpa adanya 

tambahan upah. Sedangkan perbedaan skripsi diatas 

dengan skripsi ini terletak pada tinjauan yang diteliti, 

skripsi diatas ditinjau berdasarkan hukum islam dan 

hukum positif sedangkan skripsi ini ditinjau bedarkan 

hukum ekonomi syariah dan hukum positif. 

 

 

 

 

                                                             
18 Ukron Makmun, ―Berjudul Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja Di Penjahit Asyfa Studi di Desa Bumisari 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)‖ (Skripsi : Universitas Negeri Raden 

Intan Lampung, 2019) 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
19

 Untuk 

memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan 

peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah 

akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 

akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku 

yang dapat diamati.
20

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research). Penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang pengumpulan 

datanya dilakukan di lapangan, seperti di 

lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan dan lembaga 

pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu 

peristiwa.
21

 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk 

penelitian lapangan (field research) karena 

penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 60. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 22. 
21 Afifuddin dan Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 12. 
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di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data sedetail mungkin tentang objek 

yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada 

dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan 

mengambarkan secara lengkap.
22

 Penelitian ini 

menyajikan data sedetil mungkin dan 

menggambarkan secara lengkap tentang tinjauan 

hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap 

penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada 

karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden. Sumber data adalah subjek penelitian di 

mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, 

gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.
23

 

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah 

informasi.
24

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.
25

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

                                                             
22 Ibid., 40. 
23 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta, 2003), 21. 
24 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 127. 
25 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2008), 45. 
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dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari 

sumber pertamanya.
26

 Data primer dalam 

penelitian ini didapatkan dari wawancara, 

observasi serta dokumentasi yang berasal dari 

informan. 

Adapun yang menjadi informan sebagai 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 

orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
27

 

Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan 

pemberitaan online.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi atau 

studi populasi atau study sensus.
28

 Populasi pada 

penelitian ini adalah karyawan Shabu Kitchen Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 

                                                             
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 40. 
27 Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, 30. 
28 S.Nasution. Metode Research Penelitian Ilmiah, (Bandung : Jermais, 1991), 

144. 
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orang yang terdiri dari 1 orang owner dan 11 orang 

karyawan. 

b. Sampel Penelitian 

Sebagian dari subjek dalam populasi yang 

diteliti, yang sudah tentu mampu secara 

representative dapat mewakili populasinya.
29

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
30

  Sampel adalah suatu bagian populasi yang 

dianggap mewakili data yang akan diteliti.
31

  

Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik puposive sampling, dimana 

sampel merupakan perwakilan. Responden yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah adalah 6 

orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan 

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya.
32

 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian 

ini adalah wawancara (sumber data sekunder). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi 

                                                             
29 Jalaluddin Rahmat. Metode Penelitian Komunikasi (Bandung : Remaja 

Rosda Karya 1984), 84. 
30 Ibid., 85 
31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 131 
32 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, 46. 
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pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 

kecil.
33

 

Metode wawancara merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
34

 Wawancara dapat dibedakan dalam 

dua jenis berikut ini:
35

 

1) Wawancara terstruktur  

Dalam interview berstruktur, pertanyaan 

dan alternatif jawaban yang diberikan kepada 

interview telah ditetapkan terlebih dahulu.  

2) Wawancara tak berstruktur.  

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan 

hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang 

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas 

kapada subjek. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode wawancara tak berstruktur. Penulis 

menggunakan metode ini dikarenakan dalam 

mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, 

alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti 

                                                             
33 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 132. 
34 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20. 
35 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Tindakan) (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19. 
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melainkan jawaban berdasarkan opini responden. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

ditujukan 6 orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang 

karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung. 

b. Observasi  

Teknik utama pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data 

primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.
36

 Adapun 

macam-macam observasi yaitu observasi partisipan 

dan observasi non partisipan. 
37

 

Adapun observasi yang dilakukan peneliti 

termasuk dalam jenis observasi non partisipan. 

Penelitian ini termasuk dalam observasi non 

partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya 

sebagai pengamat. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan observasi mengenai jam masuk kerja 

karyawan, penambahan jam kerja karyawan, serta 

jam pulang karyawan. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan 

untuk menunjang teknik observasi selain teknik 

wawancara yaitu dokumentasi (sumber data 

sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data 

                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 45. 
37 Nur Indriantoro and Bambang Supomo, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Rieneka Cipta, 2010), 15. 
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mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
38

 

Dokumentasi ini untuk memperoleh data 

mengenai stuktur organisasi, keadaan Shabu Kitchen 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

5. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
39

 Proses dalam analisis 

data dijelaskan sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum data, 

menyederhanakan data memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu, untuk dipertahankan dalam sebuah penelitian. 

Reduksi data dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung, dimulai saat pembuatan proposal 

penelitian dimana peneliti menyusun konsep, 

menentukan waktu dan tempat penelitian. 

Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data proses 

reduksi masih berlangsung membuat pengkodean 

dan membuat cluster sampai laporan hasil 

                                                             
38 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 202. 
39 Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2020), 19. 
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penelitian lengkap dan dikatakan selesai.
40

  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Hubermen penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan 

klasifikasi data sesuai dengan pokok 

permasalahan.Penyajian data dilakukan untuk dapat 

melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya 

penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun 

dan mudah untuk dipahami.
41

 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap 

terakhir dalam proses analisis data. Bagian ini 

mengungkapkan kesimpulan dari data yang 

diperoleh peneliti. Tahap verifikasi data merupakan 

tahap akhir dalam proses penelitian. Bagian ini 

menunjukan kesimpulan yang telah dibuat oleh 

peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan.
42

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari 

penegasan judul , latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode 

                                                             
40 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 4. 
41 Ibid., 14. 
42 Ibid., 19. 
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penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang 

teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini 

menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian 

serta mengenai praktik penambahan jam kerja diluar 

kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung.  

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil 

penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. Analisis data penelitian berisi analisa penulis 

terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan 

dalam penelitian. Temuan penelitian berisi menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian.  

BAB V penutup, pada bab ini memuat kesimpulan 

dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam 

dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan 

para pakar ekonomi Islam.
43

 Secara epistemologi, 

ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani 

“oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang 

berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. 

Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah 

tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut 

“economies”.
44

 

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah 

tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu 

memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya 

yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara 

mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi 

produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara 

pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem 

distribusi.
45

 

Sedangkan secara terminologi pengertian 

ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh 

para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian 

                                                             
43 Yusuf al- Qaradhwi, Norma Dan Etika Ekonomi Syariah, alih bahasa oleh 

Ahmad Syathori (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 12. 
44 Muhammad Rawasi Qal‘a, Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah (Kairo: 

Matba‘ah al-Istiqomah, 2019), 14. 
45 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 25. 
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ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim 

yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah 

ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang 

diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan 

mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan 

harta.
46

 Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperlajri 

perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai 

dengan nāsh al-Qur‘ān, al-hadiś, qiyās dan ijmā‘ dalam 

kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah 

swt.
47

 

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi 

syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang 

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui 

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan 

berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran 

Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (leissez 

faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 

lingkungan.
48

 

Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu 

ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam 

menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga 

menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya 

mempelajari individu sosial melainkan juga manusia 

dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini 

disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya 

sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi 

                                                             
46 Ibid., 32. 
47 Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 56. 
48 Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2000), 2. 
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modern maupun ekonomi Islam.
49

 

Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam 

pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam 

sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh 

kepentingan diri sendiri atau individu.  

Yusuf Qardharwi menjelaskan ekonomi syariah 

merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. 

Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Swt, 

tujuan akhirnya kepada Allah Swt dan memanfaatkan 

sarana yang tidak lepas dari syari‘at Allah.
50

 

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut 

menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan 

didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang 

bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai 

melalui pengorganisasian sumber-sumber alam 

berdasarkan kooperasi dan partisipasi.
51

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari 

aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan 

empirikal, baik dalam produksi, distrubusi, maupun 

konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber 

kepada al-Qur‘ān dan sunnah serta ijma’ para ulama 

dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat.  

Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai 

yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab 

ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem 

ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam 

                                                             
49 Idris, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 

2015), 3. 
50 Qaradhwi, Norma Dan Etika Ekonomi Syariah, 34. 
51 Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, 21. 
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ekonomi syariah, baik konsumen maupun prudusen 

bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh 

kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun beberapa sumber-sumber hukum 

ekonomi syariah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‘ānul Karīm  

Al-Qur‘ān adalah sumber utama, asli, abadi, 

dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang 

Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna 

meperbaiki, meluruskan dan mebimbing umat 

manusia kepada jalan yang benar.
52

 Di dalam al-

Qur‘ān banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi 

hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat 

an-Naḥl [16] ayat 90 yang mengemukakan tentang 

peningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam 

segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang 

berbunyi: 

                    

                   

       

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

                                                             
52 Amri Amir, Ekonomi Dan Keuangan Islam (Jakarta: Gramata Pub, 2013), 

10. 
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mengambil pelajaran.”  

 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-

Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan 

kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada 

Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan 

petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. 

Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil 

dan berbuat kebajikan. 

b. Hadis dan sunnah  

Setelah al-Qur‘ān, sumber hukum ekonomi 

adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku 

ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila 

di dalam al-Qur‘ān tidak terperinci secara lengkap 

tentang hukum ekonomi tersebut.
53

 Sunnah (hadis) 

yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis 

sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi 

Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, 

persetujuan, budi pekerti, perjalanan hidup, baik 

sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.
54

 

c. Ijmā’  

Ijmā’ menurut bahasa artinya sepakat, setuju, 

atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah 

kebulatan pendapat semua ulama ijtihad umat Nabi 

Muhammad Saw, sesudah wafatnya suatu masa, 

tentang suatu perkara hukum.
55

 Ijmā’ adalah sumber 

                                                             
53 Sjaichul Hadi Purnomo, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial 

(Jakarta: Kencana, 2010), 11. 
54 Relit Nur Edi, ―As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),‖ 

Jurnal Asas Volume 6, no. 2 (2014): 2, 

https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-

kajian-aliran-ing.pdf. 
55 Mohammad Rusfi, Ushul Fiqih 1 (Bandar Lampung: Seksi Penebitan 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 61. 
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hukum yang ketiga, yang mana merupakan 

konsensus baik dari masyarakat maupun cara 

cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-

Qur‘ān dan hadis.
56

 

Firman Allah Swt dalam Surah an-Nisā‘ [4] 

ayat 59 yang berbunyi : 

                      

                       

                         

 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta 

ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan 

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) 

dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 

akhirat).” 

Perintah menaati ulil amri sesudah mematuhi 

Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi 

Ijma‘, karena ulil amri itu berarti orang-orang yang 

mengurusi kehidupan umat, baik dalam urusan dunia 

maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. 

Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat 

tentang suatu hukum, Inilah yang disebut ijmā’. 

d. Ijtihad dan Qiyās  

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha 

untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan 

                                                             
56 Mukhtar Samad, Etika Bisnis Syariah (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 44. 
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suatu persoalan syariat.
57

 Sedangkan Qiyās adalah 

pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang 

dihasilkan melalui penalaran analogi.
58

 

e. Istiḥsān, Istislāḥ dan Istiṣḥāb  

Istiḥsān, istislāḥ dan istiṣḥāb adalah bagian 

dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah 

diterima oleh sebahagian kecil dari keempat 

mazhab. 

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk 

didalamya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam 

hal ini tujuan Islam (maqāsid al-syar’i) pada dasarnya 

ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. 

Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam 

uraian sebagai berikut, menurut Muhammad Rawasi 

Qal‘aji menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada 

dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:
59

 

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam 

Negara  

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu 

yang bersifat fundamental sebab dengan 

pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan 

pembangunan.dalam ini konsep pembangunan 

ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah 

konsep pembangunan yang didasrkan pada 

landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, 

                                                             
57 Mufid, Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek 

(Makassar: Zahra Liter, 2017), 17. 
58 Muhammad Syafi‘i Antonio, Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 18. 
59 Qal‘a, Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah, 26. 
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rububiyah, khilafah dan takziyah. 

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia  

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia 

dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan 

kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan 

spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan 

dalam Islam bukan hanya berorientasi pada 

terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melaikan 

juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan 

spriritual-ukhrowi. 

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang 

Adil  

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah 

betujuan membangun mekaniskem distribusi 

kkayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat 

melarang praktek penimbuhan dan monopoli 

sumber daya alam di sekelompok masyarakat. 

Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh 

ekonomi Islam dengan cara menciptakan 

keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. 

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah : 

1) Siap Menerima Resiko  

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang 

dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim 

dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan 

keluarganya yaitu menerima resiko yang 

terkait dengam pekerjaanya itu. Keuntungan 

dan manfaat yang diperoleh juga terkait 

dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak 
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ada keuntungan/manfaat yang diperoleh 

seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan 

jiwa dari prinsip ―dimana ada manfaat, disitu 

ada resiko‖ (al-kharaj bi al-daman).
60

 

2) Tidak Melakukan Penimbunan  

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak 

seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. 

Tidak boleh menyimpan uang tanpa 

dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam 

tidak memperoleh uang kontan (cash) yang 

nganggur tanpa dimanfaatkan.
61

 

3) Tidak Monopoli  

Dalam sistem ekonomi syariah tidak 

diperbolehkan seseorang baik perorangan 

maupun lembaga bisnis untuk melakukan 

monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam 

ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqūl al-

khairāt.
62

 

4) Ta’āwun (tolong menolong) 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam 

lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar 

pembangunan masyarakat adalah mewujudkan 

kerjasama umat manusia menuju terciptanya 

masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur‘ān 

mengajarkan agar manusia tolong menolong 

(ta’āwun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan 

tolong menolong dalam dosa dan 

pelanggaran.
63

 Sebagaimana firman Allah Swt 

                                                             
60 Idris, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, 20. 
61 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam, 39. 
62 Qaradhwi, Norma Dan Etika Ekonomi Syariah, 12. 
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dalam Surah al-Mā‘idah [5] ayat 2: 

                   

                       

”Dan tolongmenolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya”. 

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam 

ekonomi Islam adalah keniscayaan umat 

manusia menginginkan ketersalingan 

(mutualisme) akan rasa tolong menolong 

(ta’āwun) terutama yang terkait dengan 

kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak 

boleh tolong menolong dengan dosa dan 

pelanggaran. 

5) Keadilan  

Adil dalam pandangan Islam tidak 

diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya 

adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan 

proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil 

sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, 

dengan sikap adil setiap orang yang terlibat 

dalam kegiatan ekonomi akan memberikan 

dan mendaptkan hak-haknya dengan benar.
64

  

Al-Qur‘an memerintahkan setiap 
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tindakan harus didasari dengan sikap adil 

karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri 

kepada ketaqwaan sebagimana firman Allah 

Swt Dalam al-Qur‘ān Surah al-Mā‘idah [5]: 

ayat 8 yang berbunyi: 

              

                    

                     

        

”Hai orang-orang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

 

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al 

Quran Kementerian Agama (Kemenag), ayat 

di atas merupakan perintah Allah SWT kepada 

orang mukmin agar melaksanakan segala 

urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik 

untuk urusan duniawi maupun urusan agama. 

6) Kejujuran (amanah)  

Dengan demikian kejujuran (amanah) 

disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, 

tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan 

sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik 
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berupa harta benda, rahasia maupun tugas 

kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan 

dapat disebut “al-amīn” yang berarti yang 

dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang 

aman.
65

 Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini 

ditegaskan Allah dalam al-Qur‘ān Surah an-

Nisā‘ [4] ayat 58 yang berbunyi: 

                   

                     

                 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhmya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah maha 

mendengar lagi maha melihat”.  

 

7) Kebenaran (al-ṣidqah)  

Kebenaran (al-ṣidqah) adalah berlaku 

benar, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap 

benar ini diperintahkan dalam al-Qur‘ān Surah 

at-Taubah [9]: ayat 119 yang berbunyi : 

                  
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”Hai orang-orang yang beriman, 

bertaqwalah kepada allah dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar”.  

 

Ayat ini menjelaskan tentang sikap benar 

ini adalah salah satu yang menetukan status 

dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. 

Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah 

satu sendi kemaslahatan dalam hubungan 

antara manusia dengan manusia dan antara 

satu golongan dengan golongan lainnya.
66

 

8) Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah) 

al-Qur‘ān mengajarkan bahwa allah 

menciptakan manusia dan keturunan yang 

sama dalam firman Allah QS al-Ḥujurāt [49] 

ayat 13: 

                  

                   

             

”Hai manusia, Sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal.  

                                                             
66 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan 
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Ayat ini menjelaskan tentang prinsip-

prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang 

berkaitan dengan nilai-nilai dasar 

pembangunan masyarakat adalah memupuk 

rasa persamaan derajat, persatuan dan 

kekeluargaan diantara manusia.
67

 

9) Kebebasan (freewill),  

Secara umum makna kebebasan dalam 

ekonomi dapat melahirkan dua pengetian yang 

luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan 

kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, 

bisa mengekplorasi dan mengekspresikan 

potensi yang ada dalam diri dan ekonominya 

untuk menghasilkan sesuatu.  

Sedangkan dengan kemampuan 

kompetisi, seorang boleh berjuang 

mempertahankan, memperluas dan menambah 

lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam 

ekonomi Islam, makna kebebasan adalah 

memperjuangkan apa yang menjadi haknya 

dan menunaikan apa yang menjadi 

kewajibannya sesuai perintah syarā’.
68

  

Firman Allah Swt dalam surah al-

Jumu‗ah [62] ayat 10-11 yang berbunyi : 

                  

                        
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68 Ahmad Mustofa, Terjemah Tafsir Al Maraghi (Semarang: Karya Tobaputra, 

2013), 22. 
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                           

                      

 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah 

karunia allah dan ingatlah allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila 

mereka melihat perniagaan atau permainan, 

mereka melihat kepadanya dan mereka 

tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). 

Katakanlah:”apa yang di sisi allah adalah 

lebih baik daripada permainan dan 

perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya 

pemberi rezki.”  

 

Ayat ini menjelaskan konsep 

kepemilikan, konsep kebebasan dalam 

berekonomi manurut Islam, tidak boleh keluar 

dari aturan-aturan syari‘at. Bahwa manusia 

deberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah 

untuk berusaha mencari rezeki Allah pada 

segala bidangnya, namun tetap pada koridor 

usaha yang tidak melanggar aturannya.  

10) Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian 

manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak 

orang lain.  

11) Prinsip al-mas’ūliyyah (pertanggung jawaban), 

yang meliputi beragam aspek yaitu: 

pertanggung jawaban individu dengan individu 

(mas’ūliyyah al-afrād), pertanggung jawaban 

dalam masyarakat (mas’ūliyyah al-mujtama’).  
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12) Prinsip al-kifāyah, tujuan pokok prinsip ini 

menurut adalah untuk membasmi kefakiran 

dan mencukupi kebutuhan primer seluruh 

anggota dalam masyarakat 

13) Prinsip kemaslahatan 

Mengutamakan maslahat ini merupakan 

cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka 

memelihara dan melindungi lima hal yang 

bersifat menyeluruh yang terdiri dari : 

a) Perlindungan terhadap Agama (hifẓ 

addīn) 

b) Perlindungan terhadap jiwa (hifẓ annafs) 

c) Perlindungan terhadap akal (hifẓ al-‗aql) 

d) Perlindungan terhadap harta (hifẓ al-māl)  

e) Perlindungan terhadap keturunan (hifẓ 

nasli) 

14) Prinsip keseimbangan 

Berbagai konsep transaksi dirumuskan 

dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep 

ekonomi syariah memiliki tujuan menciptakan 

keseimbangan manfaat yang didapat oleh 

berbagai pihak. 
69

 

5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah 

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi 

syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan 

menggunakan dua cara yaitu: 

                                                             
69 Antonio, Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah, 20. 
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a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang 

tedapat dalam al-Qur‘ān dan sumber-sumber dalam 

bentuk referensi lainnya. 

b. Nilai- nilai tersebut akan terungkap melalui 

penelitian lapangan, baik melalui pengamatan 

langsung (observasi) dan wawancara terhadap para 

ahli atau informasn penelitian.
70

 

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam 

tersebut berawal dari pemahaman yang tidak 

proporsional. Menurut Muhammad Ali mensinyalir 

bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya 

berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah 

dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim 

(orentalis) yang sengaja memalingkan pemahaman 

umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang 

hakiki.
71

 

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam 

dalam al-Qur‘ān terlebih dahulu harus dipodidikan 

sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai 

ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, 

juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan 

dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. 

Bedasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat al-

Qur‘ān dan sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai 

Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan 

ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan 

seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang 

dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:
72
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1) Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan 

manusia dan jin ke bumi 

Allah befirman dalam al-Qur‘ān surah aż - 

Żāriyāt [51] ayat 56 yang menegaskan bahwa: 

                

”Dan aku tidak menciptakan Jiin dan 

manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.”  

 

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin 

tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan 

tafsiranyang berintikan pada makna dan model 

penyembahan itu sendiri. Setelah dilakuan 

identifikasi esensi dan model-model penyembahan 

kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran 

Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik 

dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, 

puasa, dan lain-lain). 

2) Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi  

Allah memberikan legitimasi kepada 

manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat 

dalam al-Qur‘ān Surah al-Baqarah [2] ayat 30: 

                     

                  

                       

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) 

di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 



 

 

39 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.”  

Al Maraghi memberikan penjelasan bahwa 

sebelumya telah ada makhluk yang diciptakan 

tuhan di bumi, kemudian telah memusanakannya 

karena mereka saling membunuh fan 

menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak 

menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan 

perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia. 

3) Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran manusia. 

Allah memberikan penegasan dalam firman-

Nya dalam surah al-Baqarah [2] ayat 29 sebagai 

berikut: 

                     

                        

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala 

yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui 

segala sesuatu.”  

 

4) Perintah Allah kepada manusia untuk 

memperhatikan nasibnya  

Allah memberikan perintah kepada manusia 

untuk memperhatikan nasibnya dengan cara 

berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya 

sehari-sehari dengan begitu bisa melanjutkan 
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kehidupan sebagaimana mestinya. 

5) Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan 

syariah  

Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat 

agama Islam, dengan berdasarkan kepada al-

Qur‘ān dan as-Sunnah. Islam salah satu agama 

yang sempurna yang mengatur seluruh sendi 

kehidupan manusia dan alam semesta, segala 

sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai 

dengan syariat agama Islam. 

6) Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan  

Manusia akan dituntut sebagaimana dia 

menggunakan hartanya tersebut, seperti 

mengeluarkan harta yang dia miliki dengan 

mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya. 

7) Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi. 

Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak 

dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak 

melakukan praktik riba, garar dan larangan 

lainnya.
73

 

6. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah  

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas 

hukum ekonomi syariah yaitu:
74

 

a) Kesatuan (Unity) 

Kesatuan disini merupakan refleksi dari 

konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek 

kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, 

sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta 

                                                             
73 Ibid., 31. 
74 Mufid, Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek, 41. 
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mementingkan konsitensi dan keteraturan yang 

koprensif. 

b) Keseimbangan (Equitibrium).  

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali 

pada pihak yang tidak disukai. 

c) Kehendak bebas (Free Will) 

Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan 

sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, 

tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan 

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka 

lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi 

ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi 

setiap individu terhadap masyarakat lainya melalui 

tanggung jawab (Responsibility).  

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang 

mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi 

tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus 

mempertanggung jawabkan tindakannya, secara 

logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak 

bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang 

bebas dilakukan oleh manusia dengan betanggung 

jawab sesuai yang dilakukannya. 

d) Kebenaran (True).  

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan 

sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi 

proses akad (transaksi), proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan ataupun 

dalam proses upaya meraih atau menetapkan 

keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika 

bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif 
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terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau 

perjanjian dalam bisnis. 

e) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi 

individu, baik, moral maupun materil, antara 

individudan msyrarakat, maupun antar masyrakat 

satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari‘ah 

Islam.  

f) Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu 

asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini 

merupakan perwujudan manusia yang bebas, 

pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan 

berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, 

yakni kebebasan untuk menentukan ―apa‖ dan 

dengan ―siapa‖ perjanjian diadakan. 

g) Asas konsensual  

Asas konsensual dapat ditemukan dalam Pasal 

1320 KUH Pdt dan disebutkan secara tegas bahwa 

untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUH 

Pdt ditemukan dalam perkataan ―semua‖ 

menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan 

untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik 

untuk menciptakan perjanjian. 

h) Asas janji mengikat 

Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, 

bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah 

dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Pdt, 

bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi para pihak.
75

  

                                                             
75 Ibid., 46. 
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i) Asas kerelaan 

Surat an-Nisā‘ [4] ayat 29 yang menjelaskan 

bahwa larangan memperoleh harta dengan jalan 

batil. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan 

manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang 

melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya 

duniawi berupa wanita, harta dan tahta.  

                     

                       

              

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang 

batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas 

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan 

sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan 

yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan 

syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu 

dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan 

diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar 

ketentuan agama. Bagi orang yang berakad ijarah 

disyaratkan mengetahui manfaat barang yang 

diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 

mencegah tarjadinya perselisihan. 
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Dalam akad ijarah haruslah ada asas kerelaan. 

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan 

perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi 

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi 

semua kewajibannya. 

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas 

dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan 

dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam 

produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai 

akhlak dalam praktik bisnis. 

7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah 

Karakteristik hukum ekonomi syariah dijelaskan 

sebagai berikut :
76

 

a. Spirit ketuhanan (Robbanīyyah) 

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah 

sebuah agama yang merujuk semua perkaranya 

kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak 

hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya 

adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini 

sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi 

konvensional yang tujuannya hanya memberi 

kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan 

selain dari itu. Maka sebagimana Islam selalu 

menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek 

kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi 

perekonomian. 

 

 

                                                             
76 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonom Islami (Surakarta: Erlangga, 

2012), 30–36. 
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b. Keseluruhan (Syumūliyyah) 

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan 

sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang 

berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan 

sebuah sistem yang mengatur segala aspek 

kehidupan yang masuk di dalamnya aspek 

perekonomian. 

c. Menggunakan Sistem Bagi Hasil  

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah 

pembangian kepemilikan yang mengedepankan 

keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari 

aktivitas ekonomi dibagi secara adil. 

d. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material  

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam 

membantu perekonomian para nasabah untuk 

mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. 

Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi 

dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah 

sesuai ajaran Islam. 

e. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam  

Ekonomi syariah memberikan kebebasan 

kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak 

sesuai hak dan kewajiban mereka dalam 

menjalankan perekonomian dan kegiatan yang 

dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang 

berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang 

telah dilakukan. 

f. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis  

Bahwa kepemilikan dana dan harta 

perkonomian sejatinya hanyalah milik allah. 

Sehingga dalam menjalankan perkonomian sesuai 
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dengan ajaran Islam. 

g. Terikad Akidah, Syariah, dan Moral  

Semua kegiatan ekonomi didasrkan pada 

akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan 

perekonomian. 

h. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani  

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar 

keuntungan fisik, namun diarahkan untuk 

mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di 

dalam hidup. 

i. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah  

Perekonomian syariah memberikan ruang 

ruang kepada pemerintahdan negara untuk ikut 

bercampur tangan sebagai penegah apabila terjadi 

suatu permasalahan. 

j. Melarang Praktik Riba. 

 

B. Kontrak Kerja 

1. Pengertian Kontak Kerja 

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara 

tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan 

yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti 

bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian 

kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran 

dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi 

hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang 

bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) 

antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip 
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hukum dalam suatu urusan (objek).
77

 

Dalam istilah fikih kontrak masuk dalam bab 

pembahasan akad. Pengertian akad secara etimologi 

berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara 

nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 

maupun dua segi. Secara terminologi, menurut Ibn 

Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan 

ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara‘ yang 

berdampak pada objeknya.
78

 

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan 

perlindungan hakhakyang melakukan kontrak. 

Karenamencakup hak, maka Islam mensyaratkan 

kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau 

kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan 

dari kedua belah pihak.
79

 Dalam hal ini Allah swt 

berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 : 

                        

                      

          

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu 

dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), 

kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan 

secara suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa 

(4) : 29) 

                                                             
77 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 22. 
78 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam, 12. 
79 Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, 15. 
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Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

menghindari perselisihan,kekhilafan, pengingkaran, 

atau tuduhan palsu yang dilakukan oleh salah satupihak 

yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau 

saksi, kepastianakan tegaknya keadilan lebih terjamin, 

jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka.
80

 

Allah swt telah berfirman berkenaan dengan ini dalam 

surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi : 

                      

                       

                         

                          

                     

                          

                       

                         

                            

                      

                  

                         

                                                             
80 Ibid., 32. 



 

 

49 

                          

            

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang 

berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu 

orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau 

tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua 

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 

(saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika 

salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya 

sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih 

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika 

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau 

dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan 

(yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan 

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui 
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segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 282) 

Kontrak kerja atau perjanjian kerja harus 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 

a. Adanya unsur pekerjaan (work)  

Maksudnya adalah harus ada pekerjaan yang 

diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja 

yang membuat perjanjian kerja tersebut.  

b. Adanya unsur pelayanan (service)  

Bahwa dalam kontrak kerja ada hubungan 

subordinatif, sehingga diharapkan memang pekerja 

menggunakan tenaganya untuk bekerja dengan 

sebaik-baiknya.  

c. Adanya unsur waktu (time)  

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja 

tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Adanya unsur upah (payment)  

Upah adalah kontraprestasi yang akan 

diterima oleh pekerja, setelah melaksanakan 

perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.
81

 

2. Subjek dan Objek Kontrak Kerja 

a. Subjek Kontrak Kerja 

Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu 

kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak 

yang membuatnya. Jika Subjek hukumnya adalah 

orang, orang tersebut harus sudah dewasa atau 

dengan kata lain orang yang membuat perjanjian 

                                                             
81 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5. 
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harus cakap atau mampu melakukan perbuatan 

hukum tersebut. Namun jika Subjeknya badan 

hukum harus memenuhi syarat formal suatu badan 

hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

melakukan kontrak. Oleh karena itu, dalam hukum 

perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya 

adalah individu dengan individu atau pribadi 

dengan pribadi, badan hukum dengan badan 

hukum.
82

 

2. Objek Kontrak Kerja 

Sasaran pokok suatu perjanjian adalah suatu 

prestasi. Agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak 

harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu 

objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, 

diperbolehkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan tata susila.
83

 

 

C. Kerja Lembur 

1. Pengertian Kerja Lembur 

Secara etimologi kerja lembur berasal dari dua 

kata yaitu ―kerja‖ dan ―lembur‖. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Kerja adalah sebagai kegiatan untuk 

melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan 

sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata 

pencaharian. Sedangkan lembur adalah pekerjaan dinas 

yang dikerjakan di luar jam (waktu) dinas.
84

 

                                                             
82 Ibid., 23. 
83 Ibid., 25. 
84 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual (Jakarta: Pradnya Paramitha, 

2004), 23. 
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Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 

102/MEN/VI/2004 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud 

dengan kerja lembur ialah waktu dalam jam kerja yang 

melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu pada hari 

kerja biasa, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari 

istirahat mingguan dan pada hari libur resmi yang telah 

ditetapkan pemerintah.
85

 

Konsep waktu kerja sangat diperlukan untuk 

menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, 

Sebagaimana halnya waktu kerja yang dibebankan 

kepada karyawan merupakan waktu kerja normal yang 

diatur dalam Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yaitu: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) 

jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 

dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) 

jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja 

dalam 1 (satu) minggu.
86

 

 

2. Upah Kerja Lembur 

Menurut Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan 

Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Nomor 

SE-02/M/Bur/1987 upah lembur ialah upah yang 

diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada 

karyawan karena telah melakukan pekerjaan atas 

permintaan pengusaha yang melebih dari jam kerja 

                                                             
85 Sutedi, Hukum Perburuhan, 18. 
86 Ibid., 42. 
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normal. Pemerintah memberi perhatian yang penuh 

pada upah, berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat 1 dan 

Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan 

bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

dan adil bagi kemanusiaan.
87

 

Sebagaimana keadilan harus dihubungkan antara 

pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). 

Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi 

penghasilan yang diharapkan. Berbuat adil adalah 

standar minimal bagi prilaku manusia. Kebanyakan dari 

bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal 

sosial, setidak-tidaknya kepada kaum kerabatnya 

sendiri. dengan demikian adil merupakan nilai dasar 

yang berlaku dalam kehidupan sosial dan merupakan 

pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Karena 

Prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya 

suatu perikatan.
88

 

 

D. Penambahan Jam Kerja 

Penambahan jam kerja adalah waktu kerja yang 

melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari 

kerja dalam 1 minggu atau delapan jam sehari dan 40 jam 1 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja 

pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi 

yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 butir 1 

Kemenakertrans No. Kep- 102/MEN/VI/2004 tentang 

Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur). 

                                                             
87 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ed. 

Revisi. Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 11. 
88 Ibid., 29. 
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Penambahan jam kerja adalah waktu kerja yang melebihi 40 

jam per minggu, dan berlangsung paling sedikit selama tiga 

minggu berturut-turut. Jam kerja adalah waktu kerja yang 

melampaui 8 jam per hari dan 40 jam per minggu.
89

 

Penambahan jam kerja diterapkan sebagai daya tarik 

bagi tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, 

karena adanya pembayaran penambahan jam kerja yang 

tinggi. Penambahan jam kerja juga seringkali dilakukan 

untuk memenuhi keinginan pemilik proyek, agar proyek 

dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga dapat 

secepatnya pula dioperasikan dan menghasilkan keuntungan 

bisnis. Penambahan jam kerja lebih sering dipilih karena 

tidak menimbulkan masalah koordinasi yang yang harus 

diatasi sebagaimana jika dipakai penambahan tenaga kerja 

(overmanning) atau pergantian waktu kerja (shift).
90

 

Penambahan jam kerja mengakibatkan munculnya 

berbagai efek pada pelaksanaan pekerjaan. Selain faktor 

kelelahan pada pekerja, penambahan jam kerja juga 

menyebabkan berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan harus ikut ditambah dan dipercepat 

pengadaannya. Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat adanya 

persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Persetujuan 

yang dimaksud dalam pasal ini adalah persetujuan buruh 

untuk bekerja sebagai salah satu kondisi atau persyaratan 

yang paling untuk untuk dilakukannya pemberlakuan kerja 

lembur kepada para pekerja atau para buruh.
91
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Perjanjian kerja adalah sebagai titik awal pelaksanaan 

penambahan jam kerja oleh buruh. Selanjutnya, biasanya 

perjanjian kerja berdasarkan dengan kegiatan kerja lembur 

oleh pekerja yang di dapatkan dengan adanya perikatan 

berupa surat perintah lembur tertulis (SPL) dari perusahaan 

kepada pekerja. Melalui persetujuan dengan 

penandatanganan atas surat perintah penambahan jam kerja 

maka ini berarti pekerja atau buruh yang bersangkutan 

sudah siap untuk melakukan penambahan jam kerja seperti 

yang dimintakan pengusaha tersebut dan siap untuk 

dipekerjakan sesuai dengan ketentuan yang mana termasuk 

di waktu-waktu tertentu.
92
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